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Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan 
Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga 
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ABSTRAK 
Nama : Fira Yuniar 
Nim : 10300113170 
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul : Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana 
Penganiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa) 
Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana 
penganiayaan dalam perspektif hukum Islam. Pembahasannya bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana konsep pemidanaan terhadap anak dan persepsi hakim mengenai sanksi pidana 
anak serta upaya hukumnya agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana penganiayaan. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (field research) dengan lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kab. Gowa. Jenis data diperoleh dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari riset di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dan data sekundernya dikumpulkan melalui Library research. Teknik 
pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada anak 
menurut hukum Islam disesuaikan dengan usia dan kemampuan bertanggung jawabnya. 
Apabila ia telah memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka ia 
akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku dalam syariat Islam. Dalam sistem 
peradilan pidana anak, sebelum di sidangkan jika perkaranya adalah perkara yang ancaman 
pidananya 7 tahun kebawah, maka dapat dilakukan diversi. Diversi bertujuan untuk mencapai 
perdamaian antara korban dan pelaku, penyelesaiannya di luar proses pradilan, menghindari 
anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 
menanamkan rasa tenggung jawab terhadap anak. Jika upaya diversi berhasil, maka tidak ada 
lagi lanjutan. Namun jika tidak berhasil, maka anak dihadapkan dengan hukum atau di 
sidang. Akan tetapi upaya diversi masih dapat dilakukan pada tahap penyidikan maupun 
penuntutan. Apabila sama sekali tidak dapat diupayakan diversi, maka disinilah peranan 
hakim untuk bagaimana memutuskan dengan semestinya sesuai dengan perkara yang 
dihadapi anak. 
Maka implikasinya, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak hendaknya 
mendapatkan perhatian yang lebih baik, baik itu dari keluarga khususnya orang tua, 




A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk Allah swt. selain berhubungan dengan Tuhannya 
(habl min al-Allah) juga berhubungan dengan manusia (habl min al-nass). Maka 
sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup 
bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan 
atas segala perilaku masyarakat. 
Hukum selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun 
masyarakat. Dengan peranannya, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur 
pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul 
didalam kehidupan sosial.
1
 Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke 
arah yang lebih maju. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa 
yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, 
siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi 
negara. 
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang 
memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan 
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
2
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Erfan Helmi Juni, Filsafat Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 8. 
2
Achmad Fauzan, Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan 
Khusus, dan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 95. 




Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat 
menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya 
Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 
Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang 
tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak 
pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak 
berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. 
Undang-undang No. 11 tahun 2012 pada Penjelasannya Pasal 2 huruf a, 
menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan 
tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, 
yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum 
bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah 
hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, 
sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak 




Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penerapan sanksi 
pidananya berbeda karena berlaku asas lex specialis derogat legi generalis yang 
artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum 
                                                             
3
Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 
7. 




yang umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak merupakan titipan Allah yang 
harus dijaga dan dididik sebaik mungkin sehingga menjadi anak yang berguna bagi 
keluarga dan agamanya. 
Penegakan hukum terhadap anak ternyata menimbulkan masalah, baik dari 
sudut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Dapat disimak Pasal 5 UU 
No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam hal ini anak belum mencapai umur 
8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak 
tersebut dapat dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh penyidik.
4
 
Apa yang dapat kita petik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum 
berumur 8 tahun tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 
alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan 
kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina ; 
Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina 
oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
5
 
Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat berbagai 
keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. 
Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa 
hukum pidana selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan 
bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena 
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Undang-Undang Peradilan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4. 
5
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 27. 




semacam ini memberi kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila 
suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya.
6
 
Usaha untuk mengurangi atau melenyapkan gambaran pada masyarakat, 
bahwa sistem peradilan pidana tidak atau kurang berfungsi yaitu, dengan 
meningkatkan efetivitas setiap dan masing-masing subsistem serta bekerja lebih 
terpadu untuk memperoleh efisiensi bersama (keseluruhan sistem) yang lebih tinggi.
7
 
Dalam hukum Islam, orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan baik. 
Jika anak menjadi nakal, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan 
baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yakni diberi sanksi (hukuman) 
karena kelalaiannya. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum terhadap 
kejahatan anak cukup urgen untuk diteliti secara hukum pidana positif dan hukum 
pidana Islam. 
Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian 
yang serius karena bagaimanapun anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena 
itu, dalam menerapkan sanksi pidana bagi anak, jaksa sebagai penuntut umum dapat 
menerapkan sanksi sesuai dengan dasar hukum perundang-undangan untuk 
mengembalikan dan mengarahkan anak menuju masa depan yang baik untuk 
mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi 
kehidupan bangsa dan agamanya. 
Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini ditetapkan untuk 
membahas mengenai permasalahan tentang sanksi pidana bagi anak yang melakukan 
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Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2003), h. 5. 
7
Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 
Penahanan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 155. 




tindak pidana. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul: “Sanksi 
Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar Belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 
pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Sanksi pidana 
bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan perspektif hukum Islam” 
dengan sub-sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana konsep pemidanaan dalam hukum Islam terhadap anak sebagai 
pelaku tindak pidana penganiayaan ? 
2. Bagaimana persepsi hakim terhadap sanksi pidana anak yang melakukan 
tindak pidana penganiayaan ? 
3. Bagaimana upaya hukum agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana 
penganiayaan ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas 
dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu 
dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Sanksi Pidana bagi 
Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam. 
1. Fokus Penelitian 
a. Sanksi Pidana 
b. Anak 
c. Tindak Pidana Penganiayaan 
d. Hukum Islam 




2. Deskripsi Fokus Penelitian 
a. Sanksi pidana 
Sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung 




Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih 
kecil, usia yang masih rendah.
9
 Dalam UU Perlindungan Anak, anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
c. Tindak Pidana Penganiayaan 
Tindak pidana penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagai 
suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan 




d. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 
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Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 156. 
9
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 30. 
10
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2010), h. 12. 
11
Sudarsono, Kamus Hukum (Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 169. 




Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Sanksi pidana Sanksi pidana atau pertanggungjawaban 
pidana merupakan pertanggungjawaban 
orang terhadap tindak pidana yang 
dilakukannya. 
Anak Anak menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah manusia yang masih 
kecil, usia yang masih rendah. Dalam UU 
Perlindungan Anak, anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Tindak Pidana Penganiayaan Tindak pidana penganiayaan yang 
dimaksud adalah penganiayaan sebagai 
suatu perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada 
tubuh orang lain, yang akibat mana 
semata-mata merupakan tujuan si 
petindak. 
 




Hukum Islam Hukum Islam adalah peraturan-peraturan 
dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan 
dengan kehidupan berdasarkan Al-qur’an 
(hukum syara’) 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut: 
Erfan Helmi Juni, S.H., M.Hum., dalam bukunya Filsafat Hukum. Adapun isi 
bukunya mengenai sejarah hukum di Indonesia dan lembaga-lembaga penegakan 
hukum yang ada di Indonesia.
12
 Namun, dalam buku ini tidak membahas secara detail 
sistem penerapan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. 
Wagiati Soetodjo, SH.,M.S., dalam bukunya Hukum Pidana Anak. Isi 
bukunya membahas mengenai anak dan perlindungan hukumnya. Berbicara masalah 
anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, 
dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup 
bangsa pada masa mendatang.
13
 Dalam buku ini tidak menjelaskan secara khusus 
mengenai sanksi pidana anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam 
perspektif hukum Islam. 
Mahrus Ali, SH., MH., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana. Adapun 
isi bukunya mengenai pengetahuan dan teori dasar hukum pidana serta membicarakan 
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terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan 
seseorang.
14
 Tetapi, dalam buku ini tidak menjelaskan secara khusus mengenai 
pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. 
Sholehuddin, SH., MH., dalam bukunya Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. 
Isi dari buku ini adalah membahas ide dasar sanksi pidana dan tindakan serta 
implementasinya dalam kebijakan (produk) legislasi.
15
 Buku ini tidak menjelaskan 
sanksi pidana pada anak yang melakukan penganiayaan. 
Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. buku cetakan I yaitu Hukum 
Perlindungan Anak yang menguraikan masalah perlindungan hukum bagi anak yang 
tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum dan pada proses peradilan namun 
mencakup spectrum yang lebih luas.
16
 Dalam buku ini tidak membahas secara khusus 
mengenai sanksi pidana anak yang melakukan penganiayaan dalam perspektif hukum 
Islam. 
Dari beberapa literature diatas, tidak ada satu pun yang membahas secara 
spesifik mengenai permasalahan sanksi pidana bagi anak yang melakuakn tindak 
pidana penganiayaan dalam perspektif hukum Islam. Walaupun ada yang membahas 
mengenai anak dalam buku, namun tidak menjelaskan secara khusus hanya gambaran 
umum mengenai anak. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui konsep pemidanaan dalam hukum Islam terhadap anak sebagai 
pelaku tindak pidana penganiayaan. 
b. Mengetahui bagaimana persepsi hakim mengenai sanksi pidana bagi anak yang 
melakukan tindak pidana penganiayaan. 
c. Mengetahui upaya hukum agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana 
penganiayaan. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan teoretis 
1. Mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, ini 
di harapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan di 
manfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum pidana khususnya sanksi 
pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam hukum 
Islam. 
2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi 
sekaligus sebagai bahan bacaan atau referensi khususnya dalam pendidikan ini 
sekaligus sebagai bahan pustaka. 
b. Kegunaan praktis 
1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang konsep pemidanaan 
dalam hukum Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. 




2) Dapat memberikan informasi dan mengetahui persepsi hakim mengenai 
sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. 
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam 




A. Pengertian Tindak Pidana Anak dan Penganiayaan 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “Strafbaar 
feit” atau “Delict”, atau “Crime” dalam bahasa Inggris. Namun dalam beberapa 
literature dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai 
oleh para sarjana untuk menerjemahkan Strafbaar feit, seperti: perbuatan pidana, 
peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang 
boleh dihukum, dan lain-lain.
1
 
Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana, asal dapat diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu 
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
2
 
 Namun demikian, sudah ada kesepakatan menterjemahkan istilah “Strafbaar 
feit” dengan pengertian tindak pidana. Hal tersebut selain sudah banyak dipergunakan 
dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus termasuk sebagaimana 
dirumuskan dalam rancangan konsep KUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain 
bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan (daad) dan pembuatnya 
(dader). Dengan demikian, tindak pidana menunjuk kepada perbuatan yang dilarang 
                                                             
1
Nandan Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 
Perlindungan Anak Serta Penerapannya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9. 
2
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 59. 








 Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap 
anak yang telah melakukan criminal act selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, 
patut diuji pula masalah kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian, 
diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka 
telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah 
pertanggungjawaban pidananya. 
 Kenakalan remaja/anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. Juvenile 
atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak 
muda, sedangkan Deliquency artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian 
diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang 
menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. 
 Pengertian Juvenule Deliquency menurut Kartini Kartono adalah perilaku 
jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit 
(patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu 
bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian 
tingkah tingkah laku yang menyimpang.
4
 
 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung 
makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: 
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a. Adanya perbuatan manusia; 
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; 
c. Adanya kesalahan; 
d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan. 
Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi 
dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang 
diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari 
perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut.
 Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat 
mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.
5
 
 Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) 
dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni: 
1. Penganiayaan biasa 
Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (gewone mishandeling) 
yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard 
terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya 
dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. 
Dilihat dari sudut cara pembentuk UU dalam merumuskan penganiayaan, 
kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-
kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut 
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unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau 
unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada 
kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1) ini, dirumuskan dengan 
sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan 
(mishandeling) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman 
pidananya. Suatu rumusan yang amat singkat. 
Pasal 351 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp 4.500. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.6 
2. Penganiayaan ringan 
Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (lichte 
mishandeling) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang 
rumusannya sebagai berikut: 
(1) - Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk untuk menjalangkan pekerjaan 
jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana 
penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. 
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- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu 
terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. 
(2)  Perbuatan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
7
 
3. Penganiayaan berencana 
 Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut: 
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 tahun. 
(3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 9 tahun. 
Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni: 
a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. 
b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. 
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.8 
4. Penganiayaan berat 
Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, 
ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut: 
(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan 
penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 
(2) Jika perbuatan ini mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 tahun. 
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Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni: 
a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan 
b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2). 
5. Penganiayaan berat berencana 
Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya 
adalah sebagai berikut: 
(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 tahun. 
6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara 
tertentu yang memberatkan 
Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dimuat 
dalam pasal 356, yang rumusannya adalah sebagai berikut: 
Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan 
sepertiga: 
(1) Bagi yang melakukan kejahatan ini terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya 
atau anaknya. 
(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena 
menjalangkan tugasnya yang sah. 
(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
 Dalam hukum Islam tindak pidana (jarimah) pada dasarnya mengandung 
pengertian perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi menurut makna bahasa pengertian 




ini sama dengan pengertian jinayah. Menurut Abd. Qadir Audah, pengertian jarimah 
yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam oleh Allah swt 
dengan hukuman hudud atau hukuman takzir. 
 Atas dasar pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa tindak pidana 
adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang 
diperintahkan untuk melakukannya. Dapat juga diartikan melakukan atau 
meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam atas keharaman dan 
diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain berbuat atau tidak berbuat, baru 




 Dengan demikian istilah jarimah sama dengan perbuatan pidana, tindak 
pidana,peristiwa pidana atau delik dalam hukum pidana nasional. Artinya satuan atau 
sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan 
istilah jarimah. 
 
B. Maksud dan Tujuan Sanksi Pidana 
Dalam sistem hukum pidana, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang 
paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang 
dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai 
suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah 
melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi 
tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. 
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Sanksi Pidana atau hukuman adalah suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang melanggar undang-undang 
hukum pidana. Hukuman dalam bahasa arab disebut „uqubah yang artinya 
mengiringnya. dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama 
dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono 
Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan istilah pidana, 
oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti 
kerugian.
10
 Sedangkan menurut Mulyanto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa 
Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata straf. 




Dalam hal yang demikian digunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu 
hukuman dalam perkara pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain seperti 
hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata dan juga bukan 
hukuman terhadap pelanggar di luar undang-undang. 
Hukuman sebagai sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari 
hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain. 
Sedangkan menurut Simorangkir S.H bahwa hukuman adalah sanksi yang dikenakan 
terhadap pelanggar hukum (terhukum) setelah diberikan keputusan (vonis) 0leh 
majelis hakim dalam suatu persidangan.
12
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Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan 
hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak 
itu, meliputi: siding pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak 
sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, 
anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.
13
 
Sanksi pidana dalam Islam dapat dibedakan pada dua aspek yaitu “uqubat 
badaniyah” dan “uqubat mudaniyah”. uqubat badaniyah, suatu sanksi pidana fisik 
yang secara langsung dapat diterapkan kepada manusia dan uqubat mudaniyah, suatu 




 Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana diatas dapat disimpulkan, 
bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada 
seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) 
melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus 
diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan 
orang tidak melakukan tindak pidana lagi. 
 Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah 
pertama, pencegahan serta balasan (ar-rad „u wa al-zajru), dan kedua adalah 
perbaikan dan pengajaran (al-islah wa at-tahzib). Dengan tujuan tersebut, pelaku 
jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. Di samping itu juga merupakan 
tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. 
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C. Dasar Hukum Penganiayaan dan Perlindungan Anak 
Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Yang 
menjadi dasar hukum penganiayaan dalam hukum Islam terdapat dalam QS Al-
Maidah/ 5: 45 
                                    
                              
          
 
Terjemahnya: 
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 
jiwa ( dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus 
dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
15
 
 Ayat ini menjelaskan bagian lain dari ketetapan-ketetapan yang menyangkut 
kejahatan-kejahatan dan hukuman-hukuman Allah. 
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa ( dibalas) dengan jiwa. Jika seseorang melukai mata orang lain dan 
merusakkannya, maka orang lain itu juga boleh merusakkan mata orang itu, mata 
dengan mata. Dia juga boleh memotong hidung orang itu sebagai ganti hidungnya 
sendiri, hidung dengan hidung. Sebagai ganti dipotongnya telinganya, dia juga boleh 
memotong telinga orang itu, telinga dengan telinga. Dan jika seseorang memecahkan 
gigi orang lain, maka si korban boleh membalas memecahkan giginya. Ayat di atas 
mengatakan, gigi dengan gigi. Secara  umum, setiap orang yang melukai orang lain, 
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maka luka itu boleh dibalas, dan luka-luka (pun) ada kisahnya. Oleh karena itu, 
ketentuan kisas harus dilakukan dengan adil dan tanpa memandang perbedaan dari 
segi ras, kedudukan sosial, suku dan kepribadian. Akan tetapi, agar orang tidak 
membayangkan bahwa Allah telah menetapkan hukum kisas sebagai kewajiban yang 
kaku, maka segera sesudah ketetapan tersebut, ayat di atas menambahkan, tetapi 
barang siapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) 
penebus dosa baginya. Artinya, sebanyak dia memberikan maaf itu, maka Allah akan 
memaafkan dosa-dosanya. Dan, di akhir ayat ini, dikatakan, dan barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim. Kezaliman apa yang lebih besar daripada kita terlibat dalam 
perasaan kasihan yang palsu, dan membebaskan si pembunuh dengan mutlak dengan 
dalih bahwa darah tidak boleh dicuci dengan darah.
16
 
Dengan demikian, ketentuan hukum dan sanksi bagi pelaku tindak pidana 
penganiayaan seperti dijelaskan diatas masih tetap relevan dan dapat diperpegangi 
dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. 
Ketentuan tersebut lebih dapat memberi jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat pencari keadilan. 
 Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam Bab ke-XX 




 Perlindungan anak dalam hukum pidana diatur dalam Konvensi Hak Anak 
Pasal 19, Pasal 37, Pasal 39 dan pasal 40, KUHAP-hukum material- Pasal 45, Pasal 
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46 dan Pasal 47 dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
yang lebih rinci daripada KUHP dan menganut beberapa prinsip.
18
 
Anak dan generasi muda sering diibaratkan sebagai mutiara berharga. Anak 
dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya 
menjadi manusia yang berguna. Dalam perjalanannya, orang tua seharusnya menjaga, 
merawat serta mendidik anak dengan baik. Sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan 
berkembang menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Anak sebagai generasi 
penerus bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia 
bagi pembangunan nasional. 
 Dasar hukum perlindungan anak dalam Islam dijelaskan dalam Firman Allah 
QS Al-Tahrim/ 66: 6, yaitu: 
                                         
                   
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 




 Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang harus menjaga diri dan keluarganya 
dari siksa api neraka, sebab suatu saat akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. 
Karena anak adalah titipan yang harus dijaga dan dididik sebaik mungkin sehingga 
menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi keluarganya dan agamanya. 
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Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak 
dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta 
benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi 
karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang 
harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 
termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, 
anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depang bangsa di masa datang, 
generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
20
 
 Dasar-dasar pelaksanaan hukum perlindungan anak di bagi menjadi 3, yaitu: 
1. Dasar folosofis; Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan 
keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan 
perlindungan anak; Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan 
dan pemenuhan hak-hak anak berupa protection child and fulfillment child rights 
based approach (to respect, to protect and to fulfill);Anak mempunyai eksistensi 
sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan. 
2. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi 
yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 
kewenangan, kekuasaan dan kekuatan. 
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3. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai peraturan 
perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara 
integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari 
berbagai bidang hukum yang berkaitan. 
Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian, evaluasi 
apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang dirancanakan benar-
benar rasioanal positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang 
bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan 





D. Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia 
Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan 
salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan 
hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka 
diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat 
Indonesia yang dijiwa sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, 
maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa 
“Fakir  miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini 
menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan 
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perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya 
ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: 
1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135. 
3. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai  Usia Minimum untuk 
diperbolehkan Bekerja. 
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak. 
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
22
 
Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara 
khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 
keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak 
Anak. Dalam pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia 
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yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan Negara. 
Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, secara umum dapat digolongkan 
menjadi 4 (empat) golongan hak-hak anak, yaitu: 
1. Hak untuk kelangsungan hidup; 
2. Hak terhadap perlindungan; 
3. Hak untuk tumbuh kembang; 
4. Hak untuk berpartisipasi. 
Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni 
sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal 
ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 
komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban 
memberikan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas 
non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, 
kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
23
 
Dari ajaran islam hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam 
memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu 
untuk dilindungi dan diberikan perhatian dan perlindungan secara optimal. Islam 
memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui 
peran keluarga dan masyarakat serta Negara. 
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E. Penangkapan, Penahanan, dan Jenis Sanksi Terhadap Anak 
1. Penangkapan 
Pasal 1 butir 20 KUHP memberi defenisi penangkapan adalah suatu tindakan 
penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa 
apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau 
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 
Kalau defenisi ini dibandingkan dengan bunyi pasal 16 yang mengatur tentang 
penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 mengatakan sebagai berikut: 
1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang 
melakukan penangkapan. 




Tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik (menurut defenisi) tetapi 
juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal 
tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata 
bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. 
Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penangkapan 
Anak Nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan dalam masalah 
penangkapan Anak Nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan 
menurut Undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal, yaitu: 
a. Dalam hai tertangkap tangan; 
b. Dalam hal bukan tertangkap tangan.25 
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Berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan 
dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan pasal 18 
ayat (2) KUHAP mengatur dalam tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa 
surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang 
bukti yang ada pada pejabat yang berwenang, yaitu penyidik. 
Perlu diingat bahwa dalam pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah 
penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah 
bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pasal ini menunjukkan bahwa 
perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi 
ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. 
Dalam pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 
24 (dua puluh empat) jam. 
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. 
(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang 
bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. 
(4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.  
(5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran 
kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 
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Penjelasan pasal 30 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa 





Penahanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan 
Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau tempat lain. 
Menurut pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ada dua alasan 
penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih di bawah umur, yaitu: 
a. Untuk kepentingan anak; 
b. Untuk kepentingan masyarakat. 




Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun 
penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang 
menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial 
anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat 
tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk memnghindarkan anak terhadap 
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 Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh 
jaminan dari orang tua atau wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan 
melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau 
tidak akan mengulangi tindak pidana. 
(2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai 
berikut: 
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 
(tujuh) tahun atau lebih. 
(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dinyatakan secara 
tegas dalam surat perintah penahanan. 
(4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap 
terpenuhi. 
(5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di 
LPKS. 
Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa 
pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi 
penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang 
menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial 
anak dan kepentingan masyarakat.
28
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Dalam hal ini yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga, baik 
pemerintah maupun swasta, dibidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti 
asuhan dan panti rehabilitasi. 
Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut: 
(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk kepentingan 
penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. 
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan 
penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) 
hari. 
(3) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir, anak 
wajib dikeluarkan demi hukum. 
(4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. 
(5) Dalam hal ini tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS 
setempat. 
Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2012 berbunyi: 
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut 
umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. 
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan 
penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri paling 
lama 5 (lima) hari. 
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir, 
anak wajib di keluarkan demi hukum. 
 
 




Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2012 berbunyi: 
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk pemeriksaan di sidang pengadilan 
penuntutan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan hakim 
dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) 
hari. 
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir 
dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. 
Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2012 berbunyi: Penetapan pengadilan mengenai 
penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari. 
Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat 
banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh 
hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1  atas permintaan hakim 
banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 
(lima belas) hari. 
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 telah 
berakhir dan hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib 
dikeluarkan demi hukum. 
Pasal 38 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Dalam hal penahan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan 
ditingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 
(lima belas) hari. 




(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan hakim 
kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkama Agung paling lama 20 (dua 
puluh) hari. 
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir 
dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi 
hukum. 
Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan 
kepada anak dan orang tua atau wali mengenai hak memperoleh bantuan 
hukum. 
(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum. 
3. Jenis sanksi terhadap anak 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan Undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu 
kaidah atau Undang-undang. 
Hukum dan menghukum, merupakan dua pengertian yang satu sama lain 
kontradiktif. Semua orang merindukan hukum, tetapi tidak seorangpun yang 
merindukan hukuman. Meskipun hal itu sangat kontradiktif satu sama lain, tetapi 
antara keduanya tak dapat dipisahakan karena hukum tanpa sanksi tidak ada artinya.
29
 
Pengertian menghukum secara formal ialah menerapkan hukum menurut 
bunyi harfiahnya tentu tidak sama dengan menghukum dengan memperhatikan dan 
mengindahkan berbagai segi hukum itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya A adalah 
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anak seorang pejabat  tinggi yang menyebabkan matinya seseorang dengan senjata 
api tanpa izin. Terhadap si A dapat dituntut atas dua tuntutan, ialah (1) 
menghilangkan nyawa orang lain, dan (2) mempunyai/menguasai senjata tanpa izin. 
Katakanlah si A telah terbukti dipersidangan melakukan kedua perbuatan itu, lalu 
yang menjadi pertanyaan hukuman apakah yang tepat untuk dikenakan terhadap anak 
tersebut? 
Jika berdasarkan kesalahan yang terbukti dan sesuai dengan Undang-undang 
kemudian anak dijatuhi hukuman 10 tahun untuk kedua perbuatannya itu, mungkin 
masyarakat memuji sikap hakim atas putusan itu. Namun yang menjadi pertanyaan, 
apakah hukuman tersebut akan membuat anak menjadi baik? Tepatkah bila anak 
dihukum seperti itu? Apabila memuaskan masyarakat mungkin tepat, tetapi dalam hal 
ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi 
kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pilih bulu, di lain pihak 
mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka 
kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, 
tetapi bertujuan untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. 
Jadi hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan 
dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan, apakah dari 
kelalaian atau sengaja, apakah dilakukan pertama kali atau kesekian kalinya? 
Al-Qur‟an menjamin hak asasi manusia, termasuk kewajiban menegakkan 
keadilan dan kebebasan manusia sebagai makhluk sosial dan khalifahtullah fi al-„ard, 
sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Maidah/5: 8 
                                   
                                






Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 
karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu 
terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
30
 
 Ayat ini mengajak untuk menegakkan keadilan. Mula-mula, ia berbicara 
kepada orang-orang yang beriman dan mengatakan, Wahai orang-orang yang 
beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi 
saksi dengan adil. Setelah itu, ayat ini menunjuk kepada salah satu faktor 
penyimpangan dari keadilan dan memperingatkan kaum Muslim bahwa kebencian 
dan permusuhan kesukuan, atau masalah-masalah pribadi, tidak boleh menghalangi 
pelaksanaan keadilan dan tidak boleh menyebabkan pelanggaran atas hak-hak orang 
lain karena keadilan adalah sesuatu yang melampaui itu semua. Ayat diatas 
mengatakan, Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Karena pentingnya permasalahan, ayat di atas menekankan 
masalah keadian sekali lagi, dengan mengatakan, Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan keadilan adalah unsur yang paling penting dalam 
ketakwaan dan kesalehan, maka untuk ketiga kalinya ayat di atas menekankan bahwa, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
31
 
Dalam hukum pidana belanda, jenis sanksi pidana terhadap anak adalah 
sebagai berikut: 
1. Pidana pokok (principal penalties) 
a. Untuk kejahatan: kurungan anak atau denda; 
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b. Untuk pelanggaran: denda. 
2. Sanksi alternatif (alternative sanction) – pengganti pidana pokok 
a. Kerja sosial; 
b. Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; 
c. Mengikuti proyek latihan. 
3. Pidana tambahan (additional penalties) 
a. Perampasan barang; 
b. Pencabutan sim. 
4. Tindakan (measures) 
a. Penempatan pada lembaga khusus untuk anak; 
b. Penyitaan; 
c. Perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum; 
d. Kompensasi (ganti rugi).32 
 Mengenai jenis-jenis dari sanksi pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 
adalah sebagai berikut 
a. Pidana Peringatan. 
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan 
pembatasan kebebasan anak. 
b. Pidana dengan syarat. 
Pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu 
dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa 
tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau 
tidak melakukan hak tertentu yang dalam putusan hakim. 
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- Pembinaan di luar lembaga; 
- Pelayanan masyarakat; 
- Pengawasan. 
c. Pelatihan kerja. 
d. Pembinaan dalam lembaga. 
e. Penjara.33 
 
F. Pertimbangan Hukum terhadap Perlakuan Anak dalam Menerapkan Sanksi 
Pidana 
Dalam hal proses persidangan, Pemisahan sidang anak dan sidang yang 
mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak 
adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh 
orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata 
lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan 
perlakuannya. 
Pentingnya mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan 
sebelum hakim mengambil keputusan, UUPA telah memberikan perhatian 
sebagaimana yang disepakati dalam rule 16 Beijing rules. Persoalan yang dirasakan 
perlu diperhatikan adalah menyangkut pedoman dan pola pemidanaan. Pentingnya 
memperhatikan masala tersebut disebabkan karena pidana dan pemidanaan 
merupakan jantungnya dalam setiap sistem peradilan pidana yang juga mempunyai 
posisi sentral. Hal tersebut disebabkan pula karena keputusan yang berupa penjatuhan 
pidana akan mengandung konsekuensi yang sangat luas, baik yang menyangkut 
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pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan 
tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakikatnya bersifat nisbi 
tergantung darimana kita memandangnya.
34
 
Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan 
pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial 
yang membuat Case Study tentang anak. 
Adapun yang tercantum dalam Case Study ialah gambaran keadaan si anak, 
berupa: 
1) Masalah sosialnya; 
2) Kepribadiannya; 
3) Latar belakang kehidupannya, misalnya: 
- Riwayat sejak kecil; 
- Pergaulannya di luar dan di dalam rumah; 
- Keadaan rumah tangga si anak; 
- Hubungan antara Bapak, Ibu, dan si anak; 
- Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain; 
- Latar belakang saat dilakukan tindak pidana tersebut.
35
 
 Case Study ini sangat besar pengaruhnya terdapat perkembangan anak 
dikemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat Case 
Study dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan 
apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan Case 
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Study, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak  sebab 
hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu 
beberapa jam saja dan biasanya dalam Case Study petugas BISPA menyarangkan 
pada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para Hakim guna 
kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak. 
 Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa 
keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaanya 
terhadap hukum, sekaligus mematuhi hukum itu sendiri, seperti firman-Nya dalam 
QS an-Nisa‟/4: 65 
                             
          
 
Terjemahnya: 
Maka demi Tuhanmu, meraka tidak beriman sebelum mereka menjadikan 
engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, 
(sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap 
putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
36
 
 Dalam sebuah hadis, Imam ash-Shadiq as mengatakan, ”Jika sekelompok 
orang menyembah Allah dengan menegakkan shalat, melaksanakan ibadah haji, 
membayar zakat dan lain-lain untuk memuja-Nya, tetapi mereka meragukan 
perbuatan-perbuatan Rasulullah saw, maka sesungguhnya mereka bukanlah orang-
orang yang beriman.” Kemudian beliau membacakan ayat ini. Maka demi Tuhanmu, 
meraka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai 
hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada 
rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan 
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mereka menerima dengan sepenuhnya. Bagaimanapun, tanda-tanda orang beriman 
sejati ada tiga: 
1. Alih-alih merujuk kepada tuhan-tuhan palsu (thaghut), dia berpaling kepada 
pengadilan Nabi saw. 
2. Dia tidak boleh curiga terhadap keputusan Rasulullah saw. Mereka tidak 
merasa keberatan dalam hati mereka.  
3. Dia harus menerima perintah Nabi saw dengan penuh semangat dan tunduk 
kepadanya. 
Bagaimanapun, pengadilan termasuk dalam fungsi kerasulan dan kewalian. Dan sikap 




 Demikianlah walaupun Case Study ini tidak mengikat hakim, namun ia 
merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatiakan oleh hakim, 
sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pidana anak. 
 Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan 
tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini 
keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif 
terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. 
 Case Study ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi si 
anak, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan: 
a. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi 
hukuman suatu apa; 
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b. Anak itu dijadikan anak Negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi 
diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-anak untuk mendapat didikan dari 
Negara sampai anak itu berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila anak 
itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelangggaran. 




Dengan tiga macam kemungkinan itu, kepada hakim diberikan kesempatan 
untuk menimbang tentang kecakapan rokhani terdakwa yang masih muda tersebut. 
Apabila misalnya hakim berpendapat, bahwa ank-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 
tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal perkembangannya, maka sudah cukup 
hakim mengirimkan kembali anak-anak itu  kepada orang tuanya, wali atau orang 
yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan suatu hukuaman. Akan tetapi apabila 
hakim menganggap anak-anak yang berumur 13 atau 15 tahun telah berbuat suatu 
kejahatan dengan akal yang cukup mampu untuk membeda-bedakan, hakim ada 
kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan 
itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan. 
Menurut pasal 46 KUHP: 
(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada 
pemerintah, maka ia dimaksukkan dalam Rumah Pendidikan Negara supaya 
menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara 
lain,atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di 
Indonesia atau suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang 
berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau 
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dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua 
hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur 18 
tahun. 
(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-
undang. 
Pasal tersebut merupakan aturan administrasi tentang apa yang harus 
dikerjakan, apabila hakim telah memberi perintah, bahwa tersalah akan diserahkan 
kepada pemerintah. Penyerahan ini selesai jika telah mencapai umur 18 tahun. 
Administrasi itu dapat memilih antara penempatan dalam Rumah Pendidikan Negara 
atau mempercayakan untuk dididik oleh orang lain, perserikatan, lembaga atau badan 
kesosialan partikulir. 
Pasal 47 KUHP menyatakan bahwa: 
(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap 
tindak pidananya dikurangi sepertiga. 
(2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling 15 
tahun. 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif (field research). Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 
terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
 
B. Pendekatan penelitian 
a. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syariah 
terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan sanksi pidana bagi anak yang melakukan 
tindak pidana penganiayaan yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan. 
b. Yuridis Normatif  
Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa 
terhadap pasal-pasal dalam peraturan peundang-undangan dan yuridis empiris yaitu 
pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-
prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini 









C. Sumber Data  
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data 
primer dan sumber data sekuder, adapun sumber data yang digunakan akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan cara-cara 
seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan 
mengadakan wawancara  pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan 
yang lebih jelas mengenai sanksi pidana bagi  anak yang melakukan tindak pidana 
penganiayaan dan didukung oleh data-data kuantitatif. 
Adapun sumber data primer ini jumlahnya 4 orang informan. Dari 4 orang 
tersebut terdiri dari Ketua Pengadilan, dan Hakim 3 orang, jumlah 4 orang. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini. 
Tabel I 
Tentang Informan 
NO NAMA INFORMAN KET 
1 Ketua Pengadilan  1 orang  
3 Hakim 3 orang  
JUMLAH 4 orang 
 
 




Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau 
data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan 
primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder 
dikumpulkan melalui Library research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan 
perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul 
skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut: 
1) Kutipan Langsung  
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
2) Kutipan Tidak Langsung  
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara menformulasikan ke dalam 
susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip 
pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap 
sama. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti penggunaan 
daftar pertanyaan.
1
 Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap 
lebih efektif dalam memperoleh data. 
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b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya 
yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini. 
c. Observasi  
 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti.
2
 Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas 
mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan 
secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk 
mengetahui kenyataan yang ada di lapangan, alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi 
ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang 
efektif mengenai peran sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana 
penganiayaan. 
d. Studi Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan 
atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan 
dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan 
pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-literatur mengenai hukum, undang-
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E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan 
jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.
3
 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 
instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan 
peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan 
oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
a. Pedoman wawancara  
Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang 
berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku catatan dan pulpen 
Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
c. Kamera  
Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengelolahan Data 
Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
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1) Editing data  
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang 
diperoleh dari hasil wawancara. 
2) Coding data  
Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kembali. 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. suatu 
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 




standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang 
cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 
paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
4
 Tetapi 
triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data 
penelitian. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di 
sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian pada tahun 1964 setelah keluar 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 
7) menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah 
Agung. Kemudian Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara 
di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. 
Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya 
menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri 
Sunguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar. 
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor 
Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan 
Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan 
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-
Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah 




Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan 
Makassar sampai dengan tahun 1970-an. 
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak 
representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung 
Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur 
Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 
Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 
2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan 
Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri 
Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri 
Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari 
Kelas II menjadi Kelas. Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir 
Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005. Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dari masa ke masa yaitu : 
a. Abdul Madjid, SH.MH dari tahun 1964 sampai 1971 
b. M. Siringo Ringo dari tahun 1971 sampai 1980 
c. Mannan Rahman, SH dari tahun 1980 sampai 1986 
d. I Ketut Galung Astika, SH dari tahun1986 sampai 1990 
e. Marsoedi Tjokro Waskito, SH dari tahun1990 sampai 1993 




f. H. M Arsyad Sanusi dari tahun 1993 sampai 1996 
g. Muhammad, SH dari tahun 1996 sampai 1998 
h. Andi Norma, SH dari tahun 1998 sampai 1999 
i. H.A.Muh. Yunus P, SH dari tahun 1999 sampai 2004 
j. H. Lexsy Mamonto, SH, MH dari tahun 2005 sampai 2007 
k. Agus Budiarto, SH, MH dari tahun 2007 sampai 2008 
l. Andi Isna Renishwari Cinrapole, SH dari tahun 2008 sampai 2011 
m. Ennid Hasanuddin, SH, CN, M.HUM dari tahun 2011 sampai 2012 
n. Herdi Agusten, SH, M.HUM dari tahun 2012 sampai 2013 
o. Tahsin, SH. MH dari tahun 2013 sampai 2014 
p. H. Minanoer Rachman, SH. MH dari tahun 2014 sampai 2016 
q. Mochammad Djoenaidie, SH, MH dari tahun 2016 sampai sekarang 
Kemudian untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa meliputi 
wilayah administratif  Pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari 18 (delapan 
belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.  
Adapun 18 kecamatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa diantaranya: 
1) Kecamatan Somba Opu 
2) Kecamatan Pallangga 
3) Kecamatan Barombong 
4) Kecamatan Bajeng 
5) Kecamatan Bajeng Barat 
6) Kecamatan Bontonompo 
7) Kecamatan Bontomarannu 




8) Kecamatan Pattallang 
9) Kecamatan Bontonompo Selatan 
10) Kecamatan Parangloe 
11) Kecamatan Manuju 
12) Kecamatan Tinggimoncong 
13) Kecamatan Tombolopao 
14) Kecamatan Tompobulu 
15) Kecamtan Biringbulu 
16) Kecamatan Bungaya 
17) Kecamatan Bontolempangan 
18) Kecamatan Parigi 
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Adapun visi dan Misi Pengadilan Negeri sungguminasa adalah sebagai berikut: 
a. Visi 
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” 
b. Misi: 
1) Menjaga kemandirian badan peradilan. 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 








B. Konsep Pemidanaan dalam Hukum Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana Penganiayaan 
Pemidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum 
pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak pidana, karena ia merupakan 
representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para pelaku dan tindakan yang 
dilakukannya. 
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penjatuhan sanksi pidana 
terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggung jawabannya. Apabila ia telah 
memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka  ia akan 
dikenakan sanksi sesuai aturan  yang berlaku dalam syari’at Islam. Hukum Islam 
menetapkan bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang sudah dewasa. 
Dalam hukum Islam, bahwa dalam ketentuannya, anak di bawah umur yang 
telah melakukan sesuatu perbuatan melanggar ketentuan hukum syariat, seperti 
penganiayaan anak dibawah umur sekalipun itu semi sengaja, maka baginya adalah 
tidak dikenakan sanksi pidana, hukumannya bisa diganti dengan membayar denda/ 
kifarat, atau juga bisa diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan dalam 
syariat Islam. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu 
Daud di sebutkan :  
 َّلَسَو ِهَْيلَع ُّاللّ ىَّلَص ِّاللّ ُلْىُسَر َلَاق :َْتلَاق اَهْنَع ُّاللّ َيِضَر ََةثِء َاع ْنَع :ْن ِنَع ٍَةَثَلاث ْنَع َُنَلقْلا َعِفُر
 َُربَْكي ىَّتَح ِِّىب َّصلا ِنَع َو َاَرَْبي ىَّتَح َىَلتْبُمْلا ِنَع َو َظِقَْيتَْسي ىَّتَح ِمِءاَّنلا 
Terjemahan: 
Dari Aisyah ra, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw‟: dihapuskan 
(dimaafkan dosa) ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia 
bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh (sehat), dan anak kecil sampai 
ia dewasa.(sampai berakal). 




Dari hadits tersebut diatas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa dalam 
ketentuan syariat Islam anak di bawah umur yang telah melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan syariat Islam, maka baginya tidak dikenakan sanksi pidana yang 
dilakukan, kecuali jika ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka 
baginya dikenakan pertanggungan jawab pidana, karena dalam syariat Islam 
mengatakan bahwa pertanggungan jawab pidana itu didasarkan atas dua perkara, 
yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). 
Seorang anak yang belum berusia 7 tahun dikembalikan kepada orang tuanya 
dan merekalah yang mengganti kerugian atas perbuatan anaknya tersebut. Apabila 
anak tersebut sudah mencapai usia 7 sampai 15 tahun, mereka tidak di kenakan sanksi 
pidana atas perbuatan yang telah dilakukan melaingkan hanya diberi sanksi 
pengajaran dan juga denda yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. 
Jika anak tersebutsudah mencapai umur 15 atau 18 tahun, maka dapat dikenakan 
sanksi pidana atas apa yang diperbuatnya. Jadi anak yang belum dewasa tidak tidak 
dapat dikenakan sanksi pidana mengingat mereka belum dianggap cakap hukum dan 
belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah 
umur diatur dalam pasal 45 yaitu jika yang dibawah umur dituntut karena melakukan 
tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan 
supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya 
dengan dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah 
itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak 
pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489, 




490. 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak 
pidana itu di lakukannya sebelum lalu dua tahun setelah putusan yang menyalahkan 
dia berbuat salah satu pelanggaran atau kejahatan menjadi tetap, atau memidanakan 
anak yang bersalah itu. 
Namun, yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas usia anak dan 
pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat 
dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung 
jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan 
atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman 
ta’zir. 
Pada prinsipnya hukum Islam dalam menetapkan hukuman menekankan pada 
aspek pendidikan dan pencegahan. Pendidikan dimaksudkan agar seseorang yang 
akan melakukan kejahatan membatalkan niatnya, sedangkan yang sudah terlanjur 
melakukannya tidak mengulangi lagi perbuatannya walaupun dalam bentuk yang 
berbeda. Selain mencegah, syariat tidak lalai dalam memberikan pelajaran demi 
perbaikan pribadi pelakunya, sehingga apabila pelakunya tidak mengulangi lagi 
bukan karena takut hukuman, tetapi karena memang kesadaran diri. 
 
C. Persepsi Hakim Mengenai Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak 
Pidana Penganiayaan. 
Heru Sistha Aditya, SH. MH selaku hakim III, mengatakan bahwa dalam 
menerapkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan kejahatan yakni adanya 
hukuman pokok, hukuman denda dan hukuman tambahan. Namun sebelum di 
hadapkan di persidangan dapat dilakukan diversi, jika diversi tidak berhasil barulah di 




sidangkan. Disinilah peranan hakim dalam memutuskan sanksi apa yang tepat untuk 
anak, apakah di kembalikan kepada orang tua atau wali, ditempatkan di lembaga 
Khusus atau memang harus di penjara.
1
 
Sama halnya dengan bapak Amiruddin Mahmud, SH., MH selaku hakim I 
mengatakan bahwa untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur di 
upayakan tidak diberikan sanksi pidana penjara. Dalam sistem peradilan pidana anak, 
sebelum di sidangkan jika perkaranya adalah perkara yang ancaman pidananya 7 
tahun kebawah, maka dapat dilakukan diversi. Diversi bertujuan untuk mencapai 
perdamaian antara korban dan pelaku, penyelesaiannya di luar proses pradilan, 
menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk 
berpartisipasi dan menanamkan rasa tenggung jawab terhadap anak. Jika upaya 
diversi berhasil, maka tidak ada lagi lanjutan. Namun jika tidak berhasil, maka anak 
dihadapkan dengan hukum atau di sidang. Akan tetapi upaya diversi masih dapat 
dilakukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Apabila sama sekali tidak 
dapat diupayakan diversi, maka disinilah peranan hakim untuk bagaimana 
memutuskan dengan semestinya sesuai dengan perkara yang dihadapi anak. Dalam 
memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak, hakim harus melihat 
bagaimana keadaan anak tersebut. Apakah anak tersebut memungkinkan ia dapat 
dididik, maka dikembalikan kepada orang tuanya. Namun jika keadaan orang tuanya 
tidak memungkinkan untuk mendidik anaknya, maka dapat di tempatkan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Akan tetapi jika hakim melihat keadaan anak yang 
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tidak dapat dididik baik oleh orang tuanya maupun di tempatkan di Lembaga dan 
harus di hukum, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah pidana penjara.
2
 
Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menurut bapak Abd. 
Latif, SH selaku panitera muda hukum mengatakan bahwa jumlah anak yang 
melakukan tindak pidana penganiayaan dari tahun 2015-2016 menurun.
3
 




Jumlah kasus anak yang melakukan penganiayaan 
No Tahun Jumlah kasus 
1 2015 23 kasus 
2 2016 9 kasus 
 
Tabel II 
Pasal yang dikenakan pada anak yang melakukan Penganiayaan pada tahun 2015 
No Nama Pasal 
1 Laode Sandi Bin Laode 
Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak 
2 Erwin Alias Bocil Bin Sahrir Pasal 351 ayat 1 KUHP 
3 Kahar Dg Lala Bin Mannu Pasal 351 ayat 1 KUHP 
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4 Baharuddin Dg Pole Pasal 351 ayat 1 KUHP 
5 Syamsinar Dg Senga Alias Dg Ngimi Pasal 351 ayat 1 KUHP 
6 
Agung Supriono Alias Mandele Bin 
Amir 
Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 
Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak 
7 Reynaldi Alias Naldi Bin Jufrianto 
Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 
Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak 
8 
Hery Wijayanto Alias Anto Bin Tilli Dg 
Nai 
Pasal 351 ayat 1 KUHP 
9 M. Hanafi Bin Mallarungang Pasal 351 ayat 1 KUHP 
10 Arthur Fernando Rande Alias Arthur 
Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak 
11 Agus Dg Sore Bin Sapa Dg Nyalla Pasal 351 ayat 1 KUHP 
12 
Arianto Bin Krisbaco Biantero Alias 
Anres 
Pasal 351 ayat 1 KUHP 
13 Rani Dg bali Bin Sonda Dg Nojeng Pasal 351 ayat 1 KUHP 
14 Abd. Rahman Bin Rahim Dg Toba 
Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 
Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak 
15 Abd. Azis Bin Kusi Pasal 351 ayat 1 KUHP 
16 Zainuddin Dg Kulle Bin Nongko Pasal 351 ayat 1 KUHP 
17 
Iwan Dg Nai Bin Dg Gassing Dg 
Ngempo 
Pasal 80 ayat 1 UU No 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan 





18 M. Guntur Rahmat Bin M. Ramli Pasal 351 ayat 1 KUHP 
19 M. Amir Dg Ngoya Bin Jumain Pasal 351 ayat 1 KUHP 
20 Arafah Dg Ago Bin Dg Beta 
Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 
Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak 
21 Idris Alias Diri 
Pasal 80 ayat 2 UU RI No 35 
Tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP 
22 Gapur 
Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 
Tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP 
23 A. Rasyid Hama bin Hama 
Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP 
Jumlah 23 Kasus 
 
Tabel III 
Pasal yang dikenakan pada anak yang melakukan Penganiayaan pada tahun 2016 
No Nama Pasal 
1 Haerul Nagga 
Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP 
2 Syamsul Bahri 
Pasal 80 ayat 2 Jo Pasal 76 C UU 
RI No 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak 




3 M. Asri Dg Sija Bin Dg Mahami Pasal 351 ayat 1 KUHP 
4 
M. Ansar Dg Pagiling Bin Muh. Yakub 
Dg Rapi 
Pasal 80 Jo Pasal 76 C UU No 35 
Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak 
5 M. Asri Alias Wildan 
Pasal 80 ayat 1 UU No 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan 
Anak 
6 Amiruddin Pasal 351 ayat 1 KUHP 
7 Ramli Bin Curung Pasal 351 ayat 1 KUHP 
8 Sudirman Alias Sudi Bin Dg Situju 
Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP 
9 ST Halijah Dg Ringgi Binti Majid Pasal 351 ayat 1 KUHP 
Jumlah 9 Kasus 
 
Tabel IV 
Putusan akhir terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan 
Tahun Putusan Jumlah 
2015 
Diversi 1 kasus 
Dikirim ke LPKA 2 kasus 
Pidana Penjara 20 kasus 
Jumlah 23 kasus 
2016 
Diversi - 
Dikirim ke LPKA 2 kasus 
Pidana Penjara 7 kasus 




Jumlah 9 kasus 
 
 Sebagai contoh upaya yang di lakukan pihak Pengadilan terhadap anak adalah 
sebagai berikut: 
1. Hery Wijayanto Alias Anto Bin Tilli Dg. Nai, umur 16 tahun melakukan 
tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang di atur  dalam Pasal 351 ayat 
(1) KUHP. Hakim Memutuskan menempatkan anak tersebut di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 bulan. 
2. Agung Supriono Alias Mandela Bin Amir bersama dengan Reynaldi Alias 
Naldi Bin Jufrianto, masing-masing berumur 14 tahun telah melakukan tindak 
pidana kekerasan terhadap anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak 
tersebut berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni 
pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. 
 
D. Upaya Hukum Agar Anak Tidak Lagi Melakukan Tindak Pidana 
Penganiayaan 
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukanlah masalah 
yang mudah dihadapi, diatasi ataupun juga dipecahkan,hal ini disebabkan selain 
sifatnya yang kompleks, juga karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang 
masih dalam masa pertumbuhan baik jasmani maupun kepribadiannya, dimana 
emosinya belum stabil. 
Anak-anak tersebut belum dapat berfikir secara baik dan kritis terhadap 
sesuatu yang sudah akan mereka perbuat, tingkah laku atau perbuatannya masih lebih 




banyak bersifat emosional dari pada rasional. Perbuatan yang mereka lakukan sering 
tidak disertai pertimbangan akan akibat yang dapat terjadi. Oleh karena itu tindak 
pidana anak adalah masalah nasional yang meliputi lingkup nasioanal, maka upaya 
hukum untuk masalah tindak pidana anak ini harus dilakukan secara bersama-sama, 
baik dari pemerintah maupun masyarakat. 
Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut di atas, dapat dilakukan 
dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak tentang beberapa aspek 
yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka 
lakukan. Dengan demikian, anak-anak akan dapat memiliki pemahaman atau 
pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk mencapai 
tingkat kesadaran hukum di kalangan anak-anak maupun remaja dapat dilakukan 
melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dengan kehidupannya 
yakni melalui penyuluhan hukum yang nantinya akan memberikan kesadaran bagi 
anak. 
Selain aspek kesadaran hukum, ada aspek lain yang dapat membimbing anak 
untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku Positif. Internalisasi nilai-
nilai kaidah sosial dan internalisasi nilia-nilai norma agama dapat mendidik anak 
memiliki rasa tanggug jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta 
perilaku yang sesuai dengan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama yang 
dianutnya. Perspektif ini akan mampu memberi sumbangan positif bagi terwujudnya 
kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara material maupun secara 
moral/spiritual. 




Ditinjau dari aspek sosiologis, anak dituntut secara moral memiliki rasa 
solidaritas sosial yang tinggi sehingga mereka ikut memiliki kehidupan sosial dan 
ikut 
bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam 
kelangsungan hidup kelompok sosialnya. Pencapaian kondisi sosial ini penting sekali 
terutama dalam rangka upaya dasar melakukan prevensi (pencegahan) dan 
penanggulangan terhadap kenakalan remaja. Tindakan prevensi tersebut bermanfaat 
besar dalam upaya meniadakan problem sosial, minimal mengurangi secara kualitatif 
dan kuantitatif problem sosial yang sering timbul di dalam masyarakat. Demikian 
pula keberadaan norma-norma agama yang dapat memberikan pembinaan dan 
meluruskan perkembangan mental anak remaja. 
Dalam UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang yang belum cukup 
umur jika ia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum (tindak pidana), 
maka hakim dapat menetapkan salah satu dari tiga hal yang antara lain yaitu : dengan 
mengembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dijatuhi hukuman apapun, atau 
diserahkan kepada pemerintah untuk di didik dengan tidak dijatuhi hukuman apapun, 
atau dijatuhi hukuman tetapi harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
Perlindungan anak. 
Dalam pasal 20 Undang-Undang No.23 tahun 2002 menentukan: Negara, 
Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab 
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 
janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas ) tahun. bertitik tolak 
dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-




undang perlindungan anak meletakan kewajiban memberikan perlindungan anak 
berdasarkan asas-asas : 
a. non diskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu 
peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 
lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia 
usaha, media, massa atau lembaga pendidikan. 
Dari penjelasan diatas bahwa anak yang melakukan tindak pidana, dalam 
pengadilan telah diputuskan untuk diserahkan kepada pemerintah, maka oleh 
pemerintah boleh jadi anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara 
supaya mendapat pendidikan dari pemerintah, atau oleh pemerintah diserahkan 
kepada orang-orang tertentu atau diserahkan kepada suatu badan hukum, yayasan 
atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya atas tanggungan 
pemerintah, Baik ditempatkan dalam rumah pendidikan negeri, kemudian dengan 
cara lain, ia mendapatkan pendidikan dari pihak Pemerintah, baik diserahkan kepada 
orang-orang yang ada di Negara Republik Indonesia atau kepada perserikatan yang 
mempunyai hak badan hukum (rechtspersoon) atau balai derma yang ada di Negara 








Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai sanksi pidana bagi anak yang 
melakukan tindak pidana penganiayaan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pemidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum 
pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak pidana, karena ia 
merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para pelaku dan 
tindakan yang dilakukannya. Pemidanaan anak dibawah umur berbeda-
berbeda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupnya, 
menurut syariat Islam sanksi pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu masa 
tidak adanya kemampuan kekuatan berfikir (idrak) dan masa kemampuan 
berfikir yang lemah pilihan (ihtiar).  
2. Persepsi hakim terhadap sanksi pidana terhadap anak dibawah umur 
diupayakan tidak diberikan sanksi pidana penjara. Dalam sistem peradilan 
pidana anak, sebelum disidangkan jika perkaranya adalah perkara yang 
ancaman pidananya 7 tahun kebawah, maka dapat dilakukan diversi. Apabila 
tidak dapat didiversi, maka disinilah peranan hakim untuk bagaimana 
memutuskan dengan semestinya sesuai dengan perkara yang dihadapi anak.  
3. Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap anak dibawah umur 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh. 




b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja 
c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial 
kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan 
kerja. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Bertolak dari kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu: 
1. Hendaknya masyarakat mengetahui tujuan pemidanaan (hukuman). 
Setelah mendapatkan hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku 
suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya 
bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri 
dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT untuk kembali lagi 
kepada masyarakat dengan akhlak yang lebih baik. 
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, sebaiknya lebih 
memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi anak dalam memberikan 
sanksi pidana, agar upaya yang akan dilakukan dapat bejalan sebagaimana 
mestinya sehingga dapat menjadi motivasi untuk berlaku adil dan jujur 
dalam menegakkan hukum di masyarakat. 
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